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Saat ini Negara Republik Indonesia sedang berada pada tahap pembangunan 
atau sering disebut sebagai negara berkembang. Modal utama pembangunan saat 
ini ialah anggaran pembangunan yang banyak diperoleh dari sektor pajak. 
Terdapat berbagai macam pungutan pajak di Indonesia, salah satunya ialah Pajak 
Kendaraan Bermotor. Di tiap-tiap Propinsi di Indonesia, terdapat Peraturan 
Daerah yang mengatur kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Demikian 
halnya yang dibuat oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur, yakni dengan 
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pajak 
Kendaraan Bermotor. Tujuannya agar pemerintah tersebut secara jelas dan sesuai 
hukum, dapat menarik pajak atas pemilikan kendaraan bermotor.  

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui besarnya prosentase kontribusi Pajak 
Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dan membandingkan 
jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002. 

Hasil perhitungan prosentase kontribusi menunjukan, telah terjadi fluktuasi 
tingkat prosentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan 
Asli Daerah sejak tahun 1998 sampai tahun 2005. Diantaranya telah terjadi 
peningkatan kontribusi mencapai 33,5% pada tahun 2000 dan terjadi penurunan 
kontribusi menjadi 17,5% pada tahun 2002.  

Pada pengujian hipotesis dengan Man-Whitney U Test untuk mengetahui 
tingkat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah 
penetapan Peraturan Daerah, diperoleh nilai asymp.sig(2-tailed) sebesar 0,021 
yang berarti nilai ini lebih kecil dari nilai kritis 0,05, sehingga keputusan yang 
diambil ialah menolak Ho. Berdasarkan keputusan tersebut, maka kesimpulannya 
adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pajak Kendaraan Bermotor.  
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At present, Indonesia is known as one of development countries in the world. 
The main capital for the development in this country comes from the taxation. 
There are various tax objects, and the ownership of a vehicle is one of them. In 
order to administrate this taxation, every province in Indonesia issued a particular 
regulation, which in East Nusa Tenggara province, it is known as Regional 
Regulation no.1 year 2002. The purpose of this regulation is to enable the 
government to legally collect the tax on the ownership of a vehicle within the 
province. 

The aims of this research were firstly to know the percentage of contribution 
of vehicle tax revenue to the regional income, and to compare the amount of the 
vehicle tax revenue in this province, before and after the implementation of 
regional regulation no.1 year 2002. 

The result showed that there was a fluctuation on the level of percentage of 
vehicle tax’s contribution to the regional income, from the year of 1998 to 2005. It 
was revealed that there was an increase up to 33.5% in 2000 and a decrease down 
to 17.5% in 2002.  

The test of hypothesis using Man-Whitney U Test, to know the difference in 
vehicle tax revenue before and after the implementation of regional regulation 
no.1 year 2002, resulted the value of asymp.sig (2-tailed) as 0.021 which meant 
that the value was bigger than the critical value 0.05. Hence the H0 was rejected. 
Based on that decision, it was concluded that there was a significant difference 
between the vehicle tax revenue before the implementation of regional regulation 
no.1 year 2002 and the vehicle tax revenue after the regulation was imposed.  

 
 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam merencanakan pembangunan suatu daerah agar lebih maju dan 

dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, maka pemerintah akan 

berupaya menghasilkan pendapatan atau penerimaan yang tinggi sehingga 

seluruh perencanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Terutama 

pada masa otonomi daerah saat ini yang sudah dicanangkan sejak 

dikeluarkannya undang-undang  Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah serta undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membuat tiap Pemerintah 

Daerah berusaha memperoleh pendapatan asli daerah sebesar-besarnya. 

Pendapatan yang dimaksud antara lain dari penerimaan asli daerah, retribusi 

daerah, penerimaan perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah 

tersebut.  

Agar keinginan menghasilkan penerimaan asli daerah yang besar dapat 

tercapai, diperlukan suatu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam 

penetapan dan pelaksanaan setiap peraturan dan kebijakan oleh pemerintah. 

Terimplisit dalam kerjasama tersebut ialah hak dan kewajiban masing-masing 

pihak yang terkait yakni hak pemerintah dalam menentukan dan memungut 

pajak serta kewajiban masyarakat dalam membayar pajak yang telah 

ditentukan.  Kesadaran  masyarakat   akan   pentingnya   pajak saat  ini  sangat 

 1



 2

dibutuhkan, karena pemerintah membutuhkan sebagian besar dana 

penyelenggaraan pembangunan dari sektor pajak.  

Pada masa pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, pendapatan asli 

daerah dari sektor pajak merupakan modal utama pembangunan di daerah. 

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar terhadap penerimaan asli 

daerah ialah Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor diperuntukan bagi pembangunan daerah tersebut. Untuk itu 

pemerintah daerah  merasa sangat penting membuat dan menyesuaikan 

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor. Salah satu sampel ialah pada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara 

Timur yang setiap dua sampai empat tahun sekali perlu merevisi kembali 

Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut. 

Pada tahun 1998, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur telah 

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, 

yang selanjutnya mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan 

Daerah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dari kedua 

Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan terdapat perbedaan penetapan tarif 

pajak yang cukup besar sehingga Peraturan Daerah yang baru tersebut lebih 

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Penelitan ini bermaksud untuk meneliti sejauh mana kesadaran masyarakat 

dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga yang baik dalam membantu 

penyelengaraan pembangunan. Dikhususkan pada daerah Nusa Tenggara 
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Timur, karena telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang 

sangat cepat pada daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini, dan juga 

telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak 

Kendaraan Bermotor menggantikan Peraturan Daerah yang lama dan dianggap 

sudah tidak dapat diterapkan lagi pada saat ini. Harapan Pemerintah Daerah 

Nusa Tenggara Timur dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 

tentang Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, karena di tinjau dari isi 

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendraan Bermotor 

terdapat beberapa perubahan yang penting, misalnya ketentuan tarif pajak 

kendaraan bermotor pada peraturan daerah tersebut sedikit mengalami 

kenaikan dari tarif pajak kendaraan bermotor pada peraturan daerah 

sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertujuan meningkatkan 

pendapatan pajak. Oleh sebab itu penelitian ini sangat berguna bagi penilaian 

dan motivasi selanjutnya kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan 

langkah-langkah yang di ambil dalam menentukan kebijakan yang berkaitan 

dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Propinsi NTT sebelum dan sesudah penetapan Peraturan 

Daerah Propinsi NTT Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan 
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Bermotor? 

2. Apakah ada perbedaan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 1 

Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut : 

1. Seberapa besar sumbangan atau kontribusi  penerimaan  Pajak Kendaraan 

Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nusa Tenggara 

Timur. 

2. Mengetahui besarnya perbedaan atau selisih antara penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah 

Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur hasil penelitian ini dapat 

dijadikan tolak ukur dalam membuat keputusan dan kebijakan yang 

berkaitan dengan peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. 

2. Bagi Universitas Sanata Dharma sebagai tambahan pustaka yang dapat 

bermanfaat di kemudian hari sebagai acuan penelitian selanjutnya maupun 

bagi penelitian yang serupa. 

3. Bagi penulis sendiri sebagai tugas akhir untuk menempuh ujian akhir 

kelulusan. 
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E. Sistematika Penulisan 

 Bab I :  Pendahuluan   

Uraian berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

 Bab II :  Landasan Teori 

Uraian berisi tentang studi pustaka sebagai landasan berpikir bagi 

penulis dalam mengolah data dan menganalisa masalah. 

 Bab III :  Metode Penelitian 

Uraian mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, 

subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

 Bab IV : Gambaran Umum 

Uraian tentang keadaan geografis, keadaan penduduk, struktur 

pemerintahan, sumber daya manusia dan sumber daya alam. 

 Bab V :  Analisis Data dan Pembahasan 

Uraian tentang hasil penelitian, analisis data serta pembahasan 

masalah berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. 

 Bab VI :  Penutup 

Dari hasil penelitian tersebut akan diuraikan beberapa kesimpulan 

disertai beberapa saran yang diperlukan. 

 
 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pajak 

1. Pengertian Pajak  

     Menurut Prakosa (2005: 1), pajak adalah iuran wajib anggota 

masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran 

tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat 

ditunjuk. 

Menurut  Rochmat Soemitro, pajak ialah iuran rakyat kepada negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 

2002: 1). 

Sedangkan menurut Adriani, pajak ialah iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan (Aini, 1985: 1). 

2. Asas Pemungutan Pajak 

 Terdapat tiga asas pajak yang sampai saat ini masih berlaku di 

Indonesia, yakni : 
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a. Asas Wilayah (territorial) 

Pemungutan pajak didasarkan atas domisili atau dimana seseorang 

bertempat tinggal 

b. Asas Kebangsaan (nasionalitas) 

Pemungutan pajak didasarkan dimanapun seseorang tersebut berada 

dapat ditunjuk sebagai wajib pajak, apakah di dalam negeri maupun di 

luar negeri. 

c. Asas Sumber 

Pemungutan pajak didasarkan pada adanya suatu sumber di suatu negara 

yang berhak memungut pajak adalah negara dimana sumber itu berada. 

1. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Dalam hukum pajak Indonesia dikenal tiga cara pemungutan pajak 

yakni: 

a. Stelsel nyata 

Pengenaan pajak berdasarkan keadaan obyek yang sesungguhnya, 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah 

keadaan sesungguhnya obyek pajak diketahui. Keunggulan stelsel ini 

sebagai dasar pemungutan pajak yang lebih realistis. Sedangkan 

kelemahannya ialah perhitungan pajak dan pembayarannya baru dapat 

dilakukan setelah akhir periode yakni pada saat keadaan nyata obyek 

pajak diketahui secara pasti. 

b. Stelsel anggapan 

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang diatur oleh ketentuan 
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atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan yang diatur 

ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang ditetapkan oleh 

peraturan. Misalnya, keadaan obyek pajak tahun sekarang sama dengan 

keadaan obyek pajak tahun lalu, sehingga pajak tahun sekarang dapat 

dikenakan pada awal tahun. Keunggulan stelsel ini pajak dapat dibayar 

selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. 

Sebaliknya kelemahannya pajak ini tidak menggambarkan keadaan 

pajak yang sebenarnya. 

c. Stelsel campuran 

Untuk mengatasi kelemahan dari kedua stelsel diatas, maka dalam 

pelaksanaan pengenaan pajak dilakukan dengan kombinasi antar stelsel 

nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut 

kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak 

harus membayar tambahan atau kekurangan pajak dan sebaliknya 

dikembalikan apabila pajak sesungguhnya lebih kecil dari pajak 

menurut anggapan.  

2. Pembagian Hukum Pajak 

Hubungan pajak mengatur hubungan antara pemerintah (ficsus) selaku 

pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam 

hukum pajak yakni : 

a. Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara 
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lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (obyek 

pajak), siapa yang dikenakan pajak (subyek) berapa besar pajak yang 

dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang 

pajak dan hubungan hukum antar pemerintah dan wajib pajak. 

Contoh : undang-undang Pajak Penghasilan 

b. Hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan 

hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak 

materil) hukum ini memuat antara lain : 

1) Tata cara penyelengaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

2) Hak-hak fiksus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib 

pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang 

menimbulkan utang pajak. 

3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan 

atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan 

keberatan dan banding. 

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

3. Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2002: 1) terdapat dua fungsi pajak yang di akui 

saat ini yakni : 

a. Fungsi Budgetair 

Pemungutan pajak didasarkan sebagai pemenuhan sumber dana atau 

anggaran bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

pengeluarannya. 
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b. Fungsi Regulerend (Mengatur) 

Pemungutan Pajak didasarkan sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 

Pada saat ini fungsi pajak yang lebih menonjol ialah fungsi mengatur. 

Disebabkan pemerintah tidak ingin agar pajak menjadi beban yang berat 

bagi masyarakat. Sehingga muncul beberapa perubahan tarif pajak dan 

memberikan pengecualian-pengecualian dan keringanan pajak. Contoh 

konkrit adanya pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan 

barang-barang mewah, Sebaliknya pemerintah memberikan keringanan 

bagi pengekspor dengan menetapkan tarif pajak 0% untuk ekspor bertujuan 

agar mendorong produk Indonesia masuk ke pasar dunia. 

4. Teori yang mendukung pemungutan pajak   

Beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak adalah sebagai 

berikut (Prakosa, 2005: 5): 

a. Teori Asuransi 

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh 

masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan 

teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian 

dari negara, kenyatannya tidak ada. Selain itu besarnya pajak yang 

dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung. 

b. Teori Kepentingan 

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing 
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orang. Teori ini juga dikenal sebagai benefit approach theory. 

c. Teori Daya Pikul 

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-

masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan 

atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai ability to pay 

approach theory. 

d. Teori Bakti  

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada 

negaranya. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat, bukan 

pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari 

pemungutan pajak.  

5. Pengelompokan Pajak  

Dalam praktek pemungutannya pajak dapat dikelompokan menjadi 

macam-macam pajak yakni seperti yang dikutip Mardiasmo (2002: 5): 

a. Menurut golongannya  

1) Pajak langsung, ialah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain. 

2) Pajak tidak langsung, ialah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Menurut sifatnya 
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1) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

2) Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyek, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

c. Menurut lembaga pemungutnya 

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  

 

B. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, sesuai pasal 157 sumber Pendapatan Daerah ialah sebagai berikut: 

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri dari: 

a. Hasil Pajak Daerah, seperti: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)  

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah / Air 

Permukaan 

b. Hasil Retribusi Daerah, seperti: 

1) Retribusi Jasa Umum  

2) Retribusi Pelayanan Kesehatan  
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3) Retribusi Jasa Pelayanan Tera / Tera Ulang  

4) Retribusi Jasa Usaha  

5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Vila 

7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah  

8) Retribusi Perizinan Tertentu  

9) Retribusi Izin Trayek  

10) Retribusi Pengelolaan Sumber Daya Ikan 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD). 

d. Lain-lain PAD yang sah, seperti: 

1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan  

2) Penerimaan Jas Giro  

3) Penerimaan Bunga Deposito  

4) Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian atau 

5) Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR) 

6) Pendapatan denda Pajak  

7) Pendapatan denda Retribusi  

8) Pendapatan dari Pengembalian 

9) Sumbangan pihak ketiga 

2. Dana perimbangan 

 Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 
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untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 Lain-lain pendapatan daerah yang sah termasuk juga ialah hibah 

atau dana darurat dari pemerintah.  

 

C. Pajak Daerah 

Dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

dan Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak 

Kendaraan Bermotor,  yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah.  

Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh Davey dalam bukunya 

Financing Regional Government, yang terdiri dari empat hal yaitu (Prakosa 

2005: 5): 

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari 

daerah sendiri, 

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi 

penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, 

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, 

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi 
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hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. 

Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak 

daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah 

daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Disadari atau tidak pada 

hakekatnya pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan terhadap 

seluruh rakyat di suatu daerah. Segala bentuk pungutan yang dilakukan baik 

oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya merupakan 

pengurangan hak rakyat oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam 

pemungutannya tidak boleh diskriminatif dan harus diupayakan bersifat adil 

(Prakosa 2005: 2). Berikut ini adalah jenis Pajak Daerah yakni terdiri atas : 

1. Pajak Propinsi  

Pajak propinsi ialah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah 

tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini 

seperti :  

a. Pajak Kendaraan Bermotor  

b. Pajak Kendaraan di atas Air 

c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 

d.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

e. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

2. Pajak Kabupaten atau Kota  

Pajak Kabupaten atau Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh 

pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang termasuk Pajak Kabupaten 



 16

atau kota antara lain:  

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan dan Reklame 

d. Pajak Parkir 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f.  Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. 

 

D. Pajak Kendaraan Bermotor  

Salah satu jenis Propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak 

Kendaraan Bermotor ialah pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan 

atau penguasaan kendaraan bermotor (Prakosa 2005: 105). Kendaraan 

bermotor menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 2 tahun 1998 dan Nomor 

1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan 

beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis 

jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-

alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.  

1. Berdasarkan jenisnya maka kendaraan bermotor dibedakan atas : 

a. Mobil berpenumpang seperti: sedan, sedan station, jeep, station wagon, 

minibus dan lain-lain. 
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b. Mobil barang atau beban seperti: pick-up, truk, van, double cabin tangki 

dan sejenisnya. 

c. Kendaraan khusus (alat-alat berat) seperti: mixer, trailer dan sejenisnya. 

d. Kendaraan beroda dua atau tiga tanpa gandengan yang di sebut sepeda 

motor atau sepeda yang digerakan dengan tenaga mesin. 

2. Berdasarkan fungsinya maka kendaraan bermotor dibedakan menjadi : 

a. Kendaraan umum merupakan semua kendaraan bermotor ysng digunakan 

untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran serta 

menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar 

plat kuning dan huruf hitam. 

b. Kendaraan tidak umum atau pribadi merupakan semua kendaraan 

bermotor yang digunakan  untuk mengangkut orang atau barang tetapi 

tidak dipungut bayaran serta menggunakan Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor (TNKB) dengan dasar plat hitam dan huruf putih. 

3. Obyek dan Bukan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor 

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai obyek pajak 

kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan 

bermotor oleh: 

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

b. Kedutaan, konsulat perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-

lembaga internasional dengan asas timbal balik. 

c. Subyek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan  Daerah. 
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4. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor 

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan 

yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 

kendaraan bermotor. 

5. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dihitung sebagai perkalian 

dari dua unsur pokok, yaitu: 

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran 

umum atas suatu kendaraan bermotor. Dalam hal harga pasaran umum 

atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan 

Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor : 

1) isi silinder dan / atau satuan daya 

2) penggunaan kendaraan bermotor  

3) jenis kendaraan bermotor 

4) merek kendaraan bermotor  

5) tahun pembuatan kendaraan bermotor  

6) berat total kendaraan bermotor  

7) banyaknya penumpang yang diizinkan 

8) dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu 
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b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.  

Bobot sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan faktor-faktor 

sebagai berikut : 

1) tekanan gandar dibedakan atas jumlah sumbu/As, roda dan berat 

kendaraan bermotor. 

2) jenis bahan bakar kendaraan bermotor dibedakan antara lain Solar, 

Bensin, Gas, Listrik dan Tenaga Surya. 

3) jenis penggunaan kendaraan bermotor adalah sebagai kendaraan 

umum atau kendaraan pribadi. 

4) tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor dibedakan 

antara lain jenis mesin yang 2(dua) tak atau 4(empat) tak dan ciri-ciri 

mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.  

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran 

umum atas suatu kendaraan bermotor. Yang dimaksud harga pasaran 

umum ialah rata-rata yang diperoleh dari sumber data antara lain agen 

tunggal pemegang merek dan  asosiasi penjualan kendaraan bermotor.   

6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor  

Tarif Pajak Kendaraaan Bermotor sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 

tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ialah sebesar 1,5%. Besarnya 

Pajak Kendaraan Bermotor terutang diperoleh dari mengalihkan tarif 

tersebut dengan nilai jual kendaraan bermotor dan atau dengan bobot yang 
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mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran 

lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Sedangkan menurut 

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggra 

Timur tentang Pajak Kendaraan Bermotor besarnya tarif pajak adalah 

sebagai berikut : 

a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.  

b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum. 

c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat 

dan alat-alat besar.  

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif pajak  dengan dasar pengenaan pajak Bobot 

dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan 1, berarti 

kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor 

tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1, 

berarti kendaraan bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap 

kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. 

Contoh : Nilai Jual Kendaraan Bermotor merek X tahun Y adalah sebesar 

Rp. 100.000.000,00. Koefisien bobot ditentukan sama dengan 1,2 maka 

dasar pengenaan pajak dari kendaraan bermotor tersebut adalah :  

Rp. 100.000.000,00 x 1,2 = Rp. 120.000.000,00. 

7. Masa Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) 
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bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. 

Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka. Pajak Kendaraan 

Bermotor yang karena suatu hal dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 

(dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi. Tata cara pelaksanaan 

restitusi ditetapkan oleh Gubernur. Pembayaran pajak harus dilunasi 

selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterbitkan : 

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ialah surat ketetapan untuk 

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.  

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), ialah surat 

ketetapan yang menetukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah 

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 

sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.   

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), 

adalah surat ketetapan yang dapat menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan. 

d. Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), adalah surat 

ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 

jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang. 

e. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 

wajib pajak. 
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f. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam 

penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang 

terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD. 

g. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 

atas banding terhadap suatu keberatan yang diajukan oleh wajib pajak 

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 

 
 
 
 
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk studi kasus dengan cara mengamati suatu 

kasus kemudian menganalisisnya serta mengambil suatu kesimpulan atas hasil 

analisis.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama dua minggu yakni pada pertengahan 

sampai akhir bulan Juni tahun 2007. 

 

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek penelitian ini adalah kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I 

Propinsi Nusa Tenggara Timur 

2. Obyek penelitian ialah data Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor selama tahun 1998 sampai tahun 2005. 
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D. Teknik Pengumpulan data  

1. Wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan 

pemungutan pajak kendaraan bermotor. 

2. Dokumentasi dengan mengumpulkan data penerimaan pajak kendaraan 

bermotor tahun 1998 sampai tahun 2005. 

3. Observasi yakni pengamatan langsung pada kantor Dinas Pendapatan 

Daerah Tigkat I Propinsi NTT, mengenai cara pengelolaan data penerimaan 

pajak kendaraan bermotor dari tiap kabupaten. 

 

E. Data Yang Diperlukan 

1. Gambaran umum tentang Propinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Data Pendapatan Asli Daerah Propinsi NTT tahun 1998 sampai tahun 2005. 

3. Data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi NTT tahun 1998 

sampai tahun 2005. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Pembahasan masalah kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan dilakukan dalam tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Menghitung prosentase kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 1998 sampai tahun 2005 

dengan rumus : 

% Kontribusi = Penerimaan PKB X 100% 

         PAD  
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Prosentase kontribusi dihitung dengan cara membagi jumlah 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah 

dikalikan seratus persen. 

2. Menghitung peningkatan dan penurunan prosentase kontribusi  

Prosentase kontribusi meningkat atau menurun dihitung dari selisih 

antara kontribusi (%) tahun 1998 dan tahun 1999, tahun 1999 dan tahun 

2000 dan tahun 2000 dan tahun 2001 dan seterusnya sampai tahun 2005, 

seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : 

 

 
Tahun 

Anggaran 

 

 

 

 

 

Pajak 
Kendaraan 

Bermotor (Rp)

Pendapatan 
Asli Daerah 

(Rp) 

Kontribusi 
(%) 

Kontribusi 
Meningkat/ 
Menurun 

1998     
1999     
2000     
2001     
2002     
2003     
2004     
2005     

Selanjutnya teknik analisis untuk masalah kedua dilakukan dengan uji 

normalitas terhadap data penerimaan Pajak Kendaraan Bemotor untuk 

mengetahui keselarasan penyebaran pendapatan. Kemudian akan dilanjutkan 

dengan uji beda untuk mencari rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah. Setelah 

memperoleh hasil uji beda, dilakukan pengujian hipotesis nonparametrik Man-

Whitney untuk menentukan ada atau tidak ada perbedaan antara penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan Sesudah penetapan Peraturan Daerah 
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No.1 tahun 2002.  

1. Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian. Pengujian normalitas (One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test) terhadap data penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor tahun 1998 sampai 2005 akan diolah menggunakan program 

SPSS 13 untuk menentukan normalitas pendistribusian data tersebut.  

Hasil pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov yakni nilai 

asymp.sig (2 tailed) akan dibadingkan dengan taraf signifikan sebesar 5%. 

Jika nilai asymp.sig (2 tailed) lebih besar dari taraf signifikan 5% maka 

pendistribusian data Pajak Kendaraan Bermotor tersebut adalah normal. 

Sebaliknya jika nilai asymp.sig (2 tailed) lebih kecil dari taraf signifikan 

5% maka pendistribusian data Pajak Kendaraan Bermotor tersebut adalah 

tidak normal.  

2. Uji Beda 

Pengujian ini bertujuan menghitung rata-rata Pajak Kendaraan 

Bermotor sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Daerah No.1 

tahun 2002. 

a. Rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum Perda No.1 tahun 

2002 : 

  R1 = N1+N2+N3+N4 
                        4 

  Keterangan : N1 : Penerimaan PKB tahun 1998 

    N2 : Penerimaan PKB tahun 1999 
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    N3 : Penerimaan PKB tahun 2000 

    N4 : Penerimaan PKB tahun 2001 

b. Rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setelah Perda No.1 tahun 

2002 : 

  R2 = N1+N2+N3+N4 
                                   4 

  Keterangan : N1 : Penerimaan PKB tahun 2002 

    N2 : Penerimaan PKB tahun 2003 

    N3 : Penerimaan PKB tahun 2004 

    N4 : Penerimaan PKB tahun 2005 

Perhitungan rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diatas 

dapat di tampilkan dalam tabel berikut ini : 

 PKB Sebelum Perda 
No.1 Tahun 2002 

(Rp) 

PKB Setelah Perda No.1 
tahun 2002 

(Rp) 
1998  2002  
1999  2003  
2000  2004  
2001  2005  
R1  R2  

 

 

 

 

3. Man-Whitney U Test  

Penerapan pengujian hipotesis ini terhadap penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum dan sesudah Peraturan Daerah No.1 

tahun 2002 dirancang dalam tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Rumusan hipotesis 

H0 : Tidak Ada perbedaan antara penerimaan pajak kendaraan 

 bermotor   sebelum  dan sesudah penetapan Peraturan Daerah 
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 Nomor 1 tahun 2002. 

Ha : Ada perbedaan antara penerimaan pajak kendaraan    

 bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah 

 Nomor 1 tahun 2002 

b. Menentukan taraf  signifikan (α) 

 Dalam penelitian ini, taraf signifikan (level of significance) sebesar 

5%. 

c. Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

Jika probabilitas > dari α = 5%, maka Ho diterima  

Jika probabilitas < dari α = 5%, maka Ho ditolak. 

d. Menghitung nilai hitung U 
 
 Penerimaan PKB 

Sebelum Perda 
No.1 Tahun 2002 

Ranking 
Penerimaan PKB 

Setelah Perda 
No.1 tahun 2002 

Ranking 

    
    
    
    

n1= T1= n2= T2= 

 
 
 
 
 
 
 

 
U1= n1n2 + n1(n1+1) -T1  
    2 

U2= n1n2 + n2(n2+1) -T2  
    2 

Nilai hitung pengujian Man-Whitney sampel kecil menggunakan 

nilai probabilitas (p-value) yang ditentukan dengan menggunkan tabel 

fungsi distribusi U dengan ketentuan digunakan nilai U yang terkecil. 

e. Mengambil keputusan 

Nilai probabilitas > 0,05, maka H0 diterima dan sebaliknya nilai 
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probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak. 

f. Membuat kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengujian ini ialah: 

1) Jika H0 tidak ditolak maka, tidak terdapat perbedaan antara 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah 

penetapan Perda No.1 tahun 2002 

2) Jika H0 ditolak maka, terdapat perbedaan antara penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Perda No.1 

tahun 2002. 

Pengujian hipotesis Man-Whitney ini juga dapat diproses 

menggunakan program SPSS 13. Hasil pengujian menggunakan 

program SPSS ialah nilai asymp.sig(2-tailed). Jika nilai  asymp.sig(2-

tailed) lebih besar dari α = 5%, maka H0 diterima dan sebaliknya jika 

asymp.sig(2-tailed) lebih kecil dari α = 5%, maka Ho ditolak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV  

GAMBARAN UMUM  

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

A. Geografi 

1. Letak Geografi 

Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan propinsi yang letaknya 

paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis 

terletak diantara 8° - 12° Lintang Selatan dan diantara 118° - 125° Bujur 

Timur. Batas-batas wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai 

berikut : 

a. Sebelah Utara berbatsan dengan Laut Flores dan Pulau Sulawesi 

b. Sebelah Selatan berbatsan dengan Laut Timor dan Samudera Hindia.  

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan  

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara baru Timor Leste. 

2. Luas wilayah 

Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas daratan kurang lebih 

47.349,2 km²  dan luas laut 200.000 km² dengan jumlah pulau sebanyak 

566 buah pulau (42 pulau berpenghuni dan 524 pulau tidak di huni). 

Namun sebagian pulau-pulau belum bernama dan tidak berpenduduk. 

Akan tetapi semua itu merupakan aset bagi pengembangan sektor 

pariwisata budaya dan lain-lain. Sebagian  besar wilayah  bergunung  dan 

berbukit    hanya   sedikit    daratan   rendah.   Terdapat  40   sungai    yang  

 30



 31

panjangnya berkisar antara 25-118 km dan 11 gunung berapi yang 

tingginya antara 637 – 2149 meter di atas permukaan laut. Tercatat sejak 

tahun 1881 sampai 2004 semuanya gunumg tersebut pernah meletus. 

3. Keadaan Iklim 

Seperti halnya di daerah lain di Indonesia pada umumnya terdapat dua 

iklim atau musim yakni musim hujan dan kemarau. Pada bulan juni 

sampai september terjadi arus angin dari Australia yang tidak banyak 

mengandung uap air menyebabkan musim kemarau. Sebaliknya pada 

bulan desember hingga maret terjadi arus angin dari Asia yang 

mengandung banyak uap air sehingga menimbulkan musim hujan. Daerah 

Nusa Tenggara Timur sendiri terletak lebih dekat Australia sehingga lebih 

cenderung mengalami musim kemarau dibandingkan daerah yang dekat 

dengan Asia. Sehingga daerah Nusa Tenggara Timur merupakan daerah 

yang kering karena curah hujan yang sangat terbatas.  

 

A. Kependudukan  

1. Jumlah Penduduk 

Dilihat dari hasil sensus pada tahun 2004, jumlah penduduk Propinsi 

Nusa Tenggara Timur sebesar 4.118.774 juta jiwa, dengan kepadatan 

88,71 jiwa per kilometer persegi dari luas wilayah daratan Nusa Tenggra 

Timur yang ialah 47.389,2 Km². Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 

1990 sampai tahun 2000 sebesar 1,6% per tahun. Keadaan ini menurun 

dari periode sebelumnya pada tahun 1970-1980 ialah 1,95% per tahun dan 
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periode 1981-1990 adalah 1,79% per tahun. Bila dilihat penyebarannya 

dari total penduduk NTT terbanyak berada pada Kabupaten Manggarai 

(11,63%), disusul Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Barat dan 

Kupang masing-masing mencapai hampir 10%. Sedangkan penduduk yang 

sedikit berada pada Kabupaten Lembata. Kepadatan penduduk terbesar 

terdapat pada ibukota propinsi yakni Kota Kupang (1610 jiwa per Km²) 

dan yang terkecil berada pada Kabupaten Sumba Timur (29 jiwa per Km²). 

Berdasarkan agama, maka penduduk Nusa Tenggara Timur mayoritas 

beragama Kristen. Penganut agama Kristen Katolik sebanyak 54,28%, 

Kristen Protestan 32,68%, Islam sebanyak 8,90%, Hindu sebanyak 0,23%, 

Budha 0,20% dan kepercayaan lainnya sebanyak 3,89%.  

2. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk di Propinsi Nusa Tenggara 

Timur masih relatif rendah yaitu 29,34 persen, terutama tamatan SD 7,59 

persen tamatan SLTP 7,50 persen tamatan SLTA 1,69 persen tamatan 

Akademi/Diploma/Universitas 36,72% dan belum tamat SD 17,16 persen. 

Sarana dan Prasarana pendidikan terdiri dari  3.956 buah terdiri dari SD, 

531 buah SMTP, 189 buah SMTA, dan 16 buah Perguruan tinggi. Dengan 

jumlah tenaga pengajar sebanyak 40.870 orang yang terdiri dari 38.868 

orang guru dan 2.002 orang dosen. 

3. Ketenagakerjaan 

Dari sumber data statistik pada tahun 2004 penduduk terbanyak 

menempati daerah pedesaan. Hal ini disebabkan peluang lapangan 
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pekerjaan di kota sangat kecil sehingga penduduk lebih memilih untuk 

pekerjaan bercocok tanam. Namun seiring dengan perkembangan saat ini, 

lapangan pekerjaan di kota semakin banyak membuat masyarakat 

pedesaan banyak mencari pekerjaaan di kota. Dari hasil Sakernas 2004 

diketahui bahwa dari 2.649.757 pendudukan NTT berusia 15 tahun ke atas, 

77,39% diantaranya merupakan angkatan kerja. Angkatan kerja yang 

melakukan aktifitas bekerja sebanyak 95,52% dan sisanya 4,48% aktif 

mencari pekerjaan. Untuk penduduk yang bekerja sebanyak 1.958.885 

orang pada yahun 2004, ternyata 796.015 orang (40,64%) diantaranya 

sebagai tenaga kerja tidak dibayar. Pekerja tidak dibayar ini 79,92%  

diantaranya adalah perempuan. 

 

B. Kondisi Wilayah 

1. Kekayaan Alam  

Wilayah Nusa Tenggra Timur termasuk daerah tropis sehingga banyak 

daerah beriklim kering. Daerah berikilm kering sangat tidak mudah untuk 

melakukan kegiatan pertanian sawah karena cuaca yang tidak menentu 

membuat debit air relatif sangat kecil. Penduduk daerah ini umumnya 

melakukan kegiatan pertanian tahah kering yang tidak memerlukan 

pengairan yang banyak. Hasil pertanian ini dapat menjadi sumber pangan 

pokok bagi masyarakat pedesaan dan juga sekaligus dapat diolah menjadi 

beberapa jenis makanan khas/ tradisional yang sangat digemari oleh 

wisatawan asing maupun domestik.  
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Selain makanan khas tersebut adapula hasil bumi Nusa Tenggra Timur 

yang sangat di cari oleh wisatawan luar ialah Kayu Cendana. Terkenal 

karena wangi yang timbul dari kayu tersebut dan hasil olahan kayu 

tersebut dapat di jadikan hiasan ataupun cenderamata bagi para wisatawan. 

Masih banyak lagi hasil kekeyaan alam Nusa Tenggra Timur yang belum 

dikenal oleh masyarakat luar namun sudah sangat akrab dengan kehidupan 

masyarakat Nusa Tenggara Timur.  

2. Bahasa dan Budaya 

Karena tediri dari banyak pulau yang terpisah satu dari yang lain 

menyebabkan komunikasi penduduk setiap pulau menjadi sulit sehingga 

setiap daerah memilki corak budaya yang berbeda. Kurang lebih terdapat 

15 bahasa daerah dari 35 suku, masing-masing dengan budayanya sendiri. 

Seperti motif tenunan daerah maupun kesenian daerah yang tentu berbeda 

satu sama lain. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat asli Nusa 

Tenggara Timur terbanyak ialah agama Kristen dan Katolik. 

 

C. Perekonomian  

Dari data yang diperoleh mata pencaharian dan pendapatan penduduk 

Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar (78,02%) mengantungkan 

hidupnya pada bidang pertanian baik sebagai petani, peternak maupun 

nelayan, sedangkan prosentase penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian 

sebesar 21,98% dengan rincian, 9,78% jasa kemasyarakatan, 5,04% industri 

pengolahan, 4,05% pedagang besar/eceran dan rumah makan, 1,33% 



 35

bangunan, 0,87% angkutan pengudangan dan komunikasi, 0,36% 

pertambangan dan penggalian, 0,17% keuangan, asuransi, usaha persewaan 

dan bangunan dan 0,13% listrik, gas dan air serta 0,25% kegiatan lainnya. 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 

8,86%, angka terendah terjadi di Kabupaten Sumba barat (2,49%) dan 

tertinggi di Kupang (13,62%).  

Luas areal perkebunan di Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 

2004 mencapai 485.645 Ha dengan produksi mencapai 86.044 ton yang terdiri 

dari jenis komoditas perkebunan kelapa, kopi, cengkeh, coklat, jambu mente, 

kemiri, kapok, jeruk, vanili, pala, pinang dan tembakau. Sistem berternak di 

Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar masih dilakukan secara 

tradisional yaitu dengan cara dilepas, sistem ini membawa dampak terhadap 

kerusakan lahan dan vegetasi sehingga ada kecenderungan meluasnya lahan 

kritis. Jumlah ternak di Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2004 tercatat 

sebanyak 11.502.407 ekor. Kegiatan usaha perikanan di Propinsi Nusa 

Tenggara Timur masih didominasi perikanan laut. Jumlah Rumah Tangga 

(RT) usaha perikanan laut berdasarkan katagori usaha terdiri dari 5.304 RT 

tanpa perahu, 14.968 RT perahu tanpa motor, 730 RT perahu motor tempel 

dan 836 RT kapal motor. Kegiatan perikanan di Propinsi Nusa Tenggara 

Timur selama tahun 2005 dapat menghasilkan ikan sebanyak 64.873,5 ton 

yang terdiri dari  64.169,50 ton perikanan laut dan 704 ton perikanan darat. 

Jumlah Rumah Tangga (RT) yang terkait pada sektor perikanan sebanyak 

31.753 RT yang terdiri dari 21.838 RT di perikanan laut dan sebanyak 9.915 
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RT di perikanan darat. 

Produksi hasil hutan kayu terdiri dari  18.928,207 m² kayu yang terdiri dari 

kayu rimba dan jati 187.616 kg, kayu kuning, kayu manis, gaharu dan arang 

246,114 ton, kayu cendana 8.038 m³. Produksi Hasil hutan Non kayu terdiri 

dari  15.589,5 ton asam dan kemiri 79.115 kg siri hutan, pinang iris, lilin, 

kunyit, kulit kayu manis, rotan dan kencur 2.0491,00 liter madu 

 

E. Pemerintahan 

Dari perkembangan terakhir tahun 2006, Propinsi Nusa Tenggara timur 

terdiri dari 15 kabupaten dan 1 kota madya, 203 kecamatan dan 2.742 

desa/kelurahan. Kelurahan terbanyak terdapat pada kabupaten Manggarai 

sebanyak 254 desa/kelurahan. Sedangkan yang paling sedikit jumlah desanya 

pada kota kupang sebanyak 45 desa/kelurahan (data nama kabupaten dapat 

dilihat pada tabel 4.1). Propinsi Nusa Tenggara  Timur beribukota di Kupang 

dengan kepala pemerintahan adalah Gubernur.  Jumlah Pegawai Negeri Sipil 

Daerah (PNSD) di lingkungan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota 

seluruh Nusa Tenggara Timur pada tahun 2002 sebanyak 90.436 orang. Dari 

sejumlah itu 26.958 orang diantaranya merupakan PNSD guru. Dari total 

PNSD sebanyak 90.436 orang, 6.650 orang atau sekitar 7% diantaranya adalah 

PNSD di lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.  

Bila diamati setiap kabupaten/ kota, jumlah PNSD terbanyak dan bahkan 

hampir dua kali lipat jumlah PNSD pemerintah propinsi adalah Kabupaten 

Manggarai sebanyak 12.104 orang. Kabupaten lain yang jumlah PNSD 
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melebihi PNSD pemerintah propinsi adalah Kabupaten Kupang, TTS dan 

Belu. Sementara jumlah PNSD yang paling sedikit terdapat di Kabupaten 

Lembata.  

Berikut adalah tabel 4.1 berisi tentang nama kabupaten beserta ibukotanya 

masing-masing dalam propinsi Nusa Tenggara Timur. 

Tabel 4.1 Nama Kabupaten dan Ibukotanya 

 Kabupaten/ Kota Madya Ibukota 

Kota Madya Kupang 

Kabupaten Kupang 

Kabupaten Timor Tengah Selatan 

Kabupaten Timor Tengah Utara 

Kabupaten Belu 

Kabupaten Alor 

Kabupaten Flores Timur 

Kabupaten Sikka 

Kabupaten Ende 

Kabupaten Ngada 

Kabupaten Manggarai Timur 

Kabupaten Manggarai Barat 

Kabupaten Sumba Timur 

Kabupaten Sumba Barat 

Kabupaten Lembata 

Kabupaten Rote Ndao 

Kupang 

Sulamu 

Soe 

Kefa 

Atambua 

Kalabahi 

Larantuka 

Maumere 

Ende 

Bajawa 

Ruteng 

Labuan Bajo 

Waingapu 

Waikabubak 

Lewoleba 

Rote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab ini akan disajikan data dan informasi yang dikumpulkan 

selama penelitian, analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan serta 

pembahasan yang menjelaskan hasil analisis tersebut. 

A. Deskripsi Data 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah 

Tingkat 1 Propinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh data dan informasi sebagai 

berikut : 

1. Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah propinsi NTT,  

2. Data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan bermotor periode 

tahun 1998 sampai tahun 2005.  

3. Beberapa Peraturan Daerah yang diambil sebagai acuan yakni Peraturan 

Daerah nomor 1 tahun 2002 dan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 1998 

tentang Pajak Kendaraan Bermotor.  

Berikut disajikan data Pendapatan Asli Daearah dan data penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor sebelum penetapan Peraturan Daerah No.1 tahun 

2002 yakni Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor periode 1998 sampai 

2001, dan sesudah penetapan Peraturan Daerah tersebut yakni periode 2002 

sampai 2005. 

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah 

Sebelum Penetapan Perda No.1 tahun 2002 : 
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Tabel 5.1 Pajak Kendaraan Bermotor sebelum Perda No.1 Tahun 2002 

Tahun Pajak Kendaraan Bermotor 

1998 Rp 4.663.886.136 
1999 6.150.143.513 
2000 6.725.777.550 
2001 10.827.702.275 

 
Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah sebelum Perda No.1 Tahun 2002 

 
Tahun Pendapatan Asli Daerah 

1998 Rp17.629.583.480 
1999 20.489.967.169 
2000 20.063.358.558 
2001 43.027.073.324 

 

 

 

 

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah  

Sesudah Penetapan Perda No.1 tahun 2002 : 

Tabel 5.3 Pajak Kendaraan Bermotor sesudah Perda No.1 Tahun 2002 

Tahun Pajak Kendaraan Bermotor 

2002 Rp14.311.254.579 
2003 16.901.738.620 
2004 24.179.240.404 
2005 26.920.260.095 

 

Tabel 5.4 Pendapatan Asli Daerah sesudah Perda No.1 Tahun 2002 

Tahun Pendapatan Asli Daerah 

2002 Rp 81.563.073.170 
2003 85.569.083.670 
2004 123.690.370.078 
2005 140.629.071.361 
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B. Analisis Data 

Data penelitian yang diperoleh tersebut di atas digunakan dalam analisis 

permasalahan berikut ini : 

1. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah No.1 tahun 2002 

Untuk mengetahui besar prosentase kontribusi atau pengaruh pajak 

kendaraan bermotor terhadap penerimaan asli daerah digunakan rumus : 

Cn =    Px n      X 100% 
        Py n 

 
Keterangan : 

 
Cn : Kontribusi PKB terhadap PAD 

Px : Penerimaan PKB 

Py : Penerimaan PAD 

n : Tahun tertentu 

Dari rumus di atas dapat dihitung besarnya kontribusi Pajak Kendaraan 

Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk tahun anggaran 1998 

sampai tahun 2005 sebagai berikut :  

a. Prosentase kontribusi tahun 1998 ialah : 

= _Rp4.663.886.136_ X 100% 
   Rp17.629.583.480 

= 26,45% 

b. Prosentase kontribusi tahun 1999 ialah : 

= _Rp6.150.143.513_ X 100% 
   Rp20.489.967.169 

= 30,01% 
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c. Prosentase kontribusi tahun 2000 ialah : 

= _Rp6.725.777.550_ X 100% 
   Rp20.063.358.558 

= 33,5% 

d. Prosentase kontribusi tahun 2001 ialah : 

=  Rp10.827.702.275_ X 100% 
 Rp43.027.073.324 

  = 25,2% 

e. Prosentase kontribusi tahun 2002 ialah : 

=  Rp14.311.254.579_ X 100% 
 Rp81.562.073.170 

  = 17,5% 

f. Prosentase kontribusi tahun 2003 ialah : 

=  Rp16.901.738.620_ X 100% 
  Rp85.569.083.670 

= 19,7% 

g. Prosentase kontribusi tahun 2004 ialah : 

= _Rp24.179.240.404   X 100% 
 Rp123.690.370.078    

= 19,5% 

h. Prosentase kontribusi tahun 2005 ialah : 

= _Rp26.920.260.095_ X 100% 
   Rp140.629.071.361 

= 19,1% 

Hasil perhitungan prosentase kontribusi tersebut dapat di lihat lebih 

jelas pada tabel 5.5 berikut, yang menunjukan peningkatan atau penurunan 
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kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah 

dari tahun 1998 sampai tahun 2005. 

Tabel 5.5. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 
Pendapatan Asli Daerah 

 

Tahun  
Anggaran 

Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 

(Rp) 

Pendapatan Asli 
Daerah 

(Rp) 

Kontribusi 
(%) 

Konrtibusi 
Meningkat / 

menurun 
1998 4.663.886.136 17.629.583.480 26,4% - 
1999 6.150.143.513 20.489.967.169 30,0% Meningkat 3,6% 
2000 6.725.777.550 20.063.358.558 33,5% Meningkat 3,5% 
2001 10.827.702.275 43.027.073.324 25,2% Menurun 7,6% 
2002 14.311.254.579 81.563.073.170 17,5% Menurun 7,7% 
2003 16.901.738.620 85.569.083.670 19,7% Meningkat 2,2% 
2004 24.179.240.404 123.690.370.078 19,5% Menurun 0,2% 
2005 26.920.260.095 140.629.071.361 19,1% Menurun 0,4% 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, penerimaan Pajak Kendaraaan Bermotor 

(PKB) tahun 1998  sebesar Rp4.663.886.136 dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sebesar Rp17.629.583.480, berarti kontribusi PKB terhadap PAD 

sebesar 26,4%. Tahun 1999 penerimaan PKB meningkat menjadi 

Rp6.150.143.513 dan PAD sebesar Rp20.489.967.169, sehingga membuat 

prosentase kontribusinya meningkat 3,6% menjadi 30%. Pada tahun 2000 

penerimaan PKB sebesar Rp6.725.777.550 dan PAD sebesar 

Rp20.063.358.558 membuat kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD 

meningkat sebesar 3,5% menjadi 33,5%. Tahun 2001 penerimaan PKB 

dan PAD meningkat cukup besar menjadi Rp10.827.702.275 dan 

Rp43.027.073.324, namun kontribusi PKB terhadap PAD menurun 7,6% 

menjadi 25,2%.  

Pada tahun 2002 terjadi pergantian Peraturan Daerah tentang Pajak 
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Kendaraan Bermotor sehingga menghasilkan penerimaan PKB saat itu 

sebesar Rp14.311.254.579 dan PAD meningkat menjadi 

Rp81.563.073.170 berarti kontribusinya menurun 7,7% menjadi 17,5%. 

Tahun 2003 penerimaan PKB sebesar Rp16.901.738.620, PAD sebesar 

Rp85.569.083.670 dan kontribusinya 19,7% berarti meningkat 2,2%. Pada 

tahun 2004 penerimaan PKB sebesar Rp24.179.240.404, PAD sebesar 

Rp123.690.370.078 dan kontribusi menurun 0,2% menjadi 19,5%. Tahun 

2005 penerimaan PKB sebesar Rp26.920.160.095, PAD sebesar 

Rp140.629.071.361 dan kontribusi yang dihasilkan sebesar 19,1% yang 

berarti menurun 0,4%. 

2. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bemotor Sebelum dan 

Sesudah Penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 

Pembahasan masalah kedua tentang ada atau tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan 

sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002, memerlukan 

beberapa langkah-langkah atau tahapan pengujian. Pengujian pertama 

dengan uji normalitas (One-Sample Konglomorv-Smirnov Test), pengujian 

kedua dengan uji beda dan pengujian ketiga dengan pengujian hipotesis 

nonparametrik Man-Whitney. 

a. Uji Normaliatas (One-Sample Konglomorv-Smirnov Test) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis pendistribusian 

data yang digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah data Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 1998 
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sampai tahun 2005. Uji One-Sample Konglomorv-Smirnov akan 

menentukan normal atau tidak normal pendistribusian data tersebut. 

 Berikut adalah tabel 5.6 berisi tentang penerimaan Pajak 

Kendaraan selama tahun 1998 sampai tahun 2005. 

Tabel 5.6. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
 

Tahun 
Anggaran 

Penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor 

1998 Rp4.663886.136 
1999 6.150.143.513 
2000 6.725.777.550 
2001 10.827.702.275 
2002 14.311.254.579 
2003 16.901.738.620 
2004 24.179.240.404 
2005 26.920.260.095 

 

 

 

 

 

Pengujian normalitas data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

tahun 1998 sampai tahun 2005 menggunakan pengujian One-Sample 

Konglomorv-Smirnov dengan bantuan program SPSS 13. Hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

                    Descriptive Statistics 
Penerimaan PKB tahun 1998-2005 

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

8 13835000396.50 8371808796.359 4663886136 26920260095

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
 

Penerimaan PKB tahun 
1998-2005 

N 8 
Normal Parameters(a,b) Mean 13835000396.50 
  Std. Deviation 8371808796.359 
Most Extreme Differences Absolute .177 
  Positive .177 
  Negative -.142 
Kolmogorov-Smirnov Z .501 
Asymp. Sig. (2-tailed) .963 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 a  Test distribution is Normal. 
 b  Calculated from data. 
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Hasil uji One-Sample Konglomorv-Smirnov menunjukan nilai 

asym.Sig (2-tailed) ialah 0,963. Hal ini berarti nilai asym.Sig (2-tailed) 

0,963 lebih besar dari taraf signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 1998 

sampai tahun 2005 berdistribusi normal. 

b. Uji Beda  

Setelah pengujian normalitas di atas, langkah selanjutnya ialah uji 

beda. Pengujian ini dimaksudkan agar mengetahui rata-rata Pajak 

Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2002 tersebut. 

1) Menentukan rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Perda 

No.1 tahun 2002 : 

  R1 = N1+N2+N3+N4 
                     4 

    = Rp4.663.886.136+6.150.143.513+6.725.777.550+10.827.702.275  
         4  

= Rp7.091.877.369 

2) Menentukan rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Perda 

No.1 tahun 2002 : 

   R2 = N1+N2+N3+N4 
                  4 

   =Rp14.311.254.579+16.901.738.620+24.179.240.404+26.920.260.095 
           4 

      = Rp20.578.123.425 

Hasil perhitungan rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
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diatas dapat ditampilkan dalam tabel 5.7 berikut ini: 

Tabel 5.7. Rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sebelum 
dan Sesudah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 

 
Penerimaan PKB Sebelum 

Perda No.1 Tahun 2002 
(R1) 

Penerimaan PKB Setelah 
Perda No.1 tahun 2002 

(R2) 
1998 Rp4.663.886.136 2002 Rp14.311.254.579 
1999 6.150.143.513 2003 16.901.738.620 
2000 6.725.777.550 2004 24.179.240.404 
2001 10.827.702.275 2005 26.920.260.095 
R1 Rp7.091.877.369 R2 Rp20.578.123.425 

 

 

 

 

 

c. Man-Whitney U Test 

Pengujian hipotesis nonparametrik ini bertujuan menentukan ada 

atau tidak ada perbedaan antara rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Tahap pengujian 

hipotesis ini dibuat sebagai berikut  

1) Rumusan hipotesis 

Ho :Tidak Ada perbedaan antara penerimaan pajak kendaraan 

bermotor sebelum  dan sesudah penetapan Peraturan Daerah 

Nomor 1 tahun 2002. 

Ha : Ada perbedaan antara rata-rata penerimaan pajak kendaraan  

bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah 

Nomor 1 tahun 2002. 

2) Nilai kritis pengujian ini menggunakan α = 5% = 0,05 

3) Kriteria pengujian, jika nilai probabilitas > dari α = 5%, maka Ho 
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diterima dan jika nilai probabilitas < dari α = 5%, maka Ho ditolak. 

4) Nilai Hitung U 

Tabel 5.8 Pengujian Nilai Distribusi U 

 Penerimaan PKB 
Sebelum Perda 

No.1 Tahun 2002 
Ranking 

Penerimaan PKB 
Setelah Perda 

No.1 tahun 2002 
Ranking 

Rp 4.663.886.136 1 Rp14.311.254.579 5 
6.150.143.513 2 16.901.738.620 6 
6.725.777.550 3 24.179.240.404 7 
10.827.702.275 4 26.920.260.095 8 

 T1=10  T2=26 

 

 

 

 

U1 = n1n2 + n1(n1+1)/2-T1  

= (4)(4) +{4(4+1)/2}–10 

 = 16 

U2 = n1n2 + n2(n2+1)/2-T2 

 = (4)(4) +{4(4+1)/2}–26 

 = 0 

5) Keputusan  

Nilai hitung U terkecil ialah 0. Nilai U = 0, maka probabilitasnya 

adalah 0,0143 (Sesuai tabel fungi distribusi U) Pengujian ini 

menggunakan α = 5% atau 0,05, dengan demikian nilai probabilitas 

= 0,0143 lebih kecil daripada α = 0,05, berarti keputusan dalam 

pengujian ini adalah menolak Ho. 

6) Kesimpulan 

Pada langkah keputusan, pengujian ini diputuskan menolak Ho. 

Dengan demikian kesimpulannya ialah terdapat perbedaan antara 
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penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah 

penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

Pengujian hipotesis ini juga dapat dihitung menggunakan bantuan 

program SPSS 13. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh nilai 

asymp.sig(2-tailed). Jika nilai  asymp.sig(2-tailed) lebih besar dari α = 

5%, maka Ho diterima dan sebaliknya jika asymp.sig(2-tailed) lebih 

kecil dari α = 5%, maka Ho ditolak. 

Pengujian Man-Whitney U Test menggunakan program SPSS 13 

memperoleh hasil sebagai berikut : 

Ranks 
  group N Mean Rank Sum of Ranks 

sebelum 4 2.50 10.00 
sesudah 4 6.50 26.00 

PKB 98-05 

Total 8    
 

Test Statistics(b) 
  PKB 98-05 
Mann-Whitney U .000
Wilcoxon W 10.000
Z -2.309
Asymp. Sig. (2-tailed) .021
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

.029(a)

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: group 

  
 

Hasil pengujian dalam tabel diatas menunjukan nilai asymp.sig (2-

tailed) adalah 0,021, yang berarti nilai asymp.sig (2-tailed) = 0,021 

lebih kecil dari nilai α = 5% atau 0,05. Dengan demikian keputusan 

yang diambil ialah menolak Ho. Kesimpulannya ialah terdapat 
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perbedaan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan 

sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pajak Kendaraan Bermotor. 

 

C. Pembahasan 

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Sebelum dan Sesudah Penetapan Peraturan Daerah No.1 tahun 2002 

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah selama tahun 1998 sampai tahun 2005 

menunjukan bahwa, peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

setiap tahun tidak selalu berpengaruh positif terhadap peningkatan 

kotribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Hal ini dapat diketahui dari naik turunnya kontribusi Pajak 

Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 1998 

sampai 2005.  

Pada tahun 1998 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah sebesar 26,4% meningkat 3,4% pada tahun 1999 

menjadi 30%. Pada tahun 2000 meningkat 3,5% menjadi 33,5% namun 

terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2001 menjadi 25,2% atau 

menurun 7,6%. Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kontribusi 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah 

pada tahun 2001 karena adanya peningkatan penerimaan pajak dari sektor 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang cukup besar pada 
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tahun tersebut. Sehingga hal ini yang menyebabkan kontribusi peneriman 

Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami 

penurunan. 

Pada awal tahun 2002 terjadi perubahan peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur 

tentang pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Nusa Tenggara 

Timur dari Peraturan Daerah No.2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan 

Bermotor menjadi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2002 tentang Pajak 

Kendaraan Bermotor. Namun perubahan tersebut tidak mampu 

mempengaruhi peningkatan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002. Terjadi 

penurunan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan 

Asli Daerah yakni pada tahun 2001 memiliki kontribusi sebesar 25,2% dan 

pada tahun 2002 kontribusi tersebut menurun menjadi 17,5% dengan 

penurunan kontribusi sebesar 7,7%. Faktor penurunan kontribusi juga 

terjadi akibat peningkatan pajak di sektor lain yang meningkat cukup 

besar. 

Pada tahun 2003, kontribusi penerimaan  Pajak Kendaraan Bermotor 

terhadap Pendapatan Asli Daerah ialah sebesar 19,7%, atau meningkat 

2,2% dari tahun 2002 yang memiliki kontribusi sebesar 17,5%. Hal ini 

dipicu oleh peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang sangat 

meningkat khususnya jenis sepeda motor yang bertambah jumlahnya. 

Peningkatan jumlah penjualan sepeda motor menyebabkan meningkatnya 



 51

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima pada tahun tersebut. 

Pada tahun 2004 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah menurun 0,2%, disebabkan karena peningkatan 

pajak disektor lain. Kontribusi yang sama menurun 0,4% pada tahun 2005, 

sehingga Pajak Kendaraan Bermotor hanya mampu memberikan 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,1%. 

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah 

terjadi fluktuasi kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah selama tahun 1998 sampai tahun 2005, 

disebabkan adanya faktor lain seperti peningkatan pajak lainnya dan 

jumlah obyek pajak yang sangat mempengaruhi kontribusi tersebut. 

Sehingga walaupun selalu terjadi peningkatan penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor setiap tahun, namun belum dapat dipastikan akan 

mempengaruhi peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

2. Perbedaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah 

Penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002  

a. Uji Normaliatas (One-Sample Konglomorv-Smirnov Test) 

Hasil pengujian ini menunjukan pendistribusian data penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor adalah normal. Pada tabel pertama 

menjelaskan informasi deskriptif tentang data penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor selama 8 tahun (N), yakni sejak tahun 1998 

sampai tahun 2005. Rata-rata hitungnya (mean) ialah senilai 
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Rp13.835.000.396,50 dan standar deviasi senilai 

Rp8.371.808.796,359. Pada tabel kedua menginformasikan hasil uji 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov data penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor yakni nilai asym.Sig (2-tailed) ialah 0,963. Nilai asym.sig (2-

tailed) 0,963 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 berarti data 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah data berdistribusi 

normal. 

b. Uji Beda  

Pengujian ini dimaksud untuk menentukan rata-rata Pajak 

Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan 

Daerah No.1 tahun 2002. Hasil pengujian yang di dapat ialah rata-rata 

Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Penetapan Peraturan Daerah 

tersebut ialah Rp7.091.877.369 dan sesudah penetapan Peraturan 

Daerah tersbut ialah Rp20.578.098.425. 

c. Man-Whitney U Test 

Pengujian hipotesis terhadap beda dua rata-rata dengan Man-

Whitney U Test memerlukan tahap-tahap pegujian. Langkah awal ialah 

menentukan rumusan hipotesis. Selanjutnya menentukan nilai kritis 

pengujian atau taraf signifikan yakni 5% = 0,05. Kriteria pengujiannya 

ialah jika nilai probabilitas (sesuai tabel fungsi distribusi U) lebih besar 

(>) dari nilai kritis 5%, maka Ho diterima. Sebaliknya jika nilai 

perobabilitas lebih kecil (<) dari nilai kritis 5%, maka Ho ditolak.  

Besar nilai probabilitas diketahui dengan menentukan nilai hitung 
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U yang terkecil. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai hitung 

U yang terkecil ialah 0. Dengan demikian sesuai tabel fungsi disrtibusi 

U, nilai probabilitasnya diketahui sebesar 0,0143. Nilai probabilitas 

0,0143 lebih kecil dari nilai kritis 5% = 0,05, sehingga keputusan 

dalam pengujian ini adalah menolak Ho. Berdasarkan keputusan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah 

penetapan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

Pengujian Man-Whitney U menggunakan bantuan program SPSS 

13 diperoleh nilai asymp.sig(2-tailed) sebesar 0,021 yang berarti nilai 

asymp.sig(2-tailed) = 0,021  lebih kecil dari nilai kritis 5% = 0,05, 

sehingga keputusan yang diambil ialah menolak Ho. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan 

Daerah nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. 

 
 
 
 



BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli 

Daerah sebelum penetapan Perda No.1 pada tahun 2002, yakni pada 

tahun 1998 sebesar 26,4%, tahun 1999 sebesar 30,01%, tahun 2000 

sebesar 33,5% dan tahun 2001 sebesar 25,2%. Setelah penetapan Perda 

No.1 tahun 2002, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendaptan Asli Daerah pada tahun 2002 sebesar 17,5%, tahun 2003 

sebesar 19,7%, tahun 2004 sebesar 19,5% dan tahun 2005 sebesar 

18,6%. 

2. Hasil Man-Whitney U Test menunjukkan nilai asymp.sig (2-tailed) 

sebesar 0,021 lebih kecil dari nilai α sebesar 5% atau 0,05, sehingga 

keputusan yang diambil ialah menolak Ho, yang berarti adanya 

perbedaan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan 

sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pajak Kendaraan Bermotor. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Mengacu    pada   pembahasan  atas   penelitian  yang   dilakukan,  peneliti 
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menyadari adanya kemampuan yang terbatas sehingga terdapat beberapa 

kekurangan yang diharapkan dapat dimaklumi, antara lain : 

1. Data penelitian ini hanya mencakup penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 1998 sampai 

tahun 2005, dan tidak menyertakan secara rinci faktor lain yang 

mempengaruhi penerimaan tersebut seperti memperhitungkan juga 

kenaikan jumlah penerimaan pajak disektor lainnya. 

2. Terdapat perbedaan penyajian jumlah penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor pada laporan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 

dan laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah karena tidak 

diketahui secara pasti besar jumlah potongan Pajak Kendaraan 

Bermotor di tiap-tiap kabupaten.  

3. Perhitungan rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah 

penetapan Perda No.1 tahun 2002 tidak memperhatikan peningkatan 

jumlah kendaraan bermotor setiap tahun. 

 

A. Saran   

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah 

Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, disini penulis ingin menyampaikan 

beberapa masukan yang diharapkan dapat bermafaat dan sekaligus dapat 

membantu terlaksananya peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. 

Oleh karena pendapatan tersebut sangat diperlukan untuk pembangunan 

daerah selanjutnya. Saran atau masukan tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Diharapkan pemerintah Propinsi NTT dapat membuat suatu format 

laporan penerimaan Pajak yang mencantumkan prosentase kontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah agar diketahui tingkat kinerja setiap 

penerimaan pajak. 

2. Diharapkan tiap pemerintah kabupaten melaporkan besarnya potongan 

pajak atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor agar tidak terjadi 

kesalahan penafsiran pada laporan taget dan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, dalam menghitung perbedaan penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dapat memperhitungkan kenaikan jumlah 

kendaraan bermotor setiap tahun. 

 
 
 
 



DAFTAR PUSTAKA 
 

 
Aini, Hamdan.H, 1985, Perpajakan, Jakarta, Penerbit Bina Aksara. 
 
Algifari, 2003, Statistika Induktif, Yogyakarta, UPP AMP YKPN. 
 
Aliandu, Johanes dan Patty, Noach, Agustina, 2001, Profil Statistik dan Indikator 

Gender di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Jakarta, Badan Pusat Statistik. 
 
Anonim, 2005, NTT dalam Angka, Kupang, Badan Pusat Statistik Propinsi NTT. 
 
Kaho, Riwu, 1982, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di 

Indonesia, Jakarta, Bina Aksara. 
 
Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Yogyakarta , Penerbit Andi. 
 
Nugroho, Bhuono, Agung. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian 

Dengan SPSS. Yogyakarta: Penerbit Andi. 
 
Prakosa, B Kesit, 2005, Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta, UII Press. 
 
Purwanto, S.K, Suhardi, 2004, Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan modern, 

Jakarta Salemba Empat.  
 
Republik Indonesia, 1998, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur 

Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.  
 
Republik Indonesia, 2002, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur 

Nomor 1 Tahun 2002  tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 
di atas air.  

 
Republik Indonesia, 2001,  Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden  Nomor 65 

Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.  

 
Spillane, James J, 2004, Metodelogi Penelitian Bisnis, Yogyakarta, Pusat 

Pengembangan dan Pelatihan Pariwisata. 
 
Sugiyono, 2003, Statistik Untuk Penelitian, Edisi Kelima, Bandung, Alpa Beta. 
 
Wahab, Abdul.S dan Putra, Fadilah, 2002, Masa Depan Otonomi Daerah, 

Surabaya, SIC. 
 
Widjaja, Haw, 2005, Penyelengaraan Otonomi di Indonesia, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada.  
 

 57



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 

 58










	Skripsi
	hal
	hal i
	hal ii
	hal iii
	hal iv
	hal v
	hal vi
	hal vii
	hal viii - xii
	PDF 1
	hal utama
	i
	tes 2
	tes sa
	tes
	skripsi
	convert 1
	BAB I hal 1
	bab 1
	BAB 2 hal 1
	bab 2
	BAB 3 hal 1
	bab 3
	BAB 4 hal 1
	bab 4
	BAB 5 hal 1
	bab 5
	BAB 6 hal 1
	bab 6
	daftar pustaka



	lamp 1
	lamp 2
	lamp 3
	pic0006

	lamp 1
	lamp 2
	lamp 3
	pic0006



